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T

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT -

NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA .

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT - |

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam rangka memngkatkan pelayanan’- ERTE
kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja' pada SKPD - = .. |
yang menerapkan . PPK-BLUD perlu didukung
ketersediaan Sumber Daya Manusza (SDM) yaﬁg.i' co

memadai;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menterl Daiam RO
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang . Pedcmanf BN L 5
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum .
Daerah, Pemerintah Daerah dapat ~mengatur =~ .
pengangkatan dan pemberhenmaﬂ Pejabat Pengelola .~
dan pegawai yang berasal darz ’i:enaga professmna}-; e

lainnya di BLUD;

bahwa berdasarkan perﬁmbangan sebagazmana_f:.-f.'_“’_Z_?' S
dimaksud ‘dalam huruf a, ‘dan- huruf b perluc

menetapkan Peraturan Gubernur ten‘i,aﬂg’"j.‘ﬁ';_w
Pengelolaan Sumber Daya Manusia- Pada Badan oo
Layanan Umum Daerah Rumah %aklt lea Provmsrg_ N R R E I

Kalimantan Barat

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Das;ar Negaia il

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 ’I‘ahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Ot{}nom Promns:{ RO R O
Kalimantan Barat, Kalnnantan | Seiatan dan o

Kalimantan Timur (Lembaran: Negara Republik:
Indonesia Tahun 1956 -Nomor = 65; Tambahan'_- e '

Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 1106)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang'_-j SR S
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik =~ :

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan- . .
Lembaran Negara Republik: Indones;a Nomior 5587) = Sy
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan’ terakhxr}_-:’ SR
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 7 0
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk{_”-'._-*ﬁ E i Ry
Indonesia Tahun 2020 Nomor - 245, Tambahan f"f-:-}}i-' S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65’7 3)
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahur 2005 ’ceritéﬁg' : '- '

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran: Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor - 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomior 5340); .
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang :

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara —

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor & 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik '..Iﬁdan'esia' o
Nomor 5135) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 202);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang'

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjiari = o
Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:

2018 Nomor 224, Tambahan Lem”bamn Negara"-" |
Republik Indonesia Nomor 6264); 3 :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun"_.-..'._ )
2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuaﬂgan_'_ R
Badan Layvanan Umum Daezah (Berﬁ:a Negara FE R E

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun' 2016 'itentang SR T
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah = - o
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaraﬂ ‘Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ncmor'- o
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Peraturan Daerali Nomor 5 Tahun"_i_-. R
2021 tentang Perubahan Kedua -Atas Peraturan = =
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang: Pembentukaﬁ’iif R R
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan- = - |
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat =~ .

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Pmmnsz'
Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2021 tentaﬂg S
Perubahan Atas Peraturan -Gubérnui Nomor 72 =
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata . BRI
Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat ..
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Bara‘t Tahun: ENRRR

2021 Nomor 160);

MEMUTUSI{AN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELQLAAN_?--[ Py
SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN =~ = |
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI

KALIMANTAN BARAT.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang
selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah BLUD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Kalimantan Barat.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan
dengan menerapkan praktek bisnis vang sehat untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Pemimpin BLUD adalah pemimpin pada perangkat daerah yang
menetapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
yvang bertanggungjawab terhadap kinerja wumum operasional,
pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan dalam pemberian
layanan.

Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan
kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Pengangkatan Pegawai Non ASN adalah pengangkatan yang
dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas
dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non ASN
dengan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat
diakses bagi yang membutuhkan.

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang
dipercayakan pada BLUD agar dapat dipertanggungjawabkan.
Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Independen adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari
pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi vang sehat.

Efektifitas adalah keadaan yvang menunjukkan tingkat keberhasilan
atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan organisasi terbih dahulu.
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15. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksaﬂakan?_1::
tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk- S

mencapa1 tu;uan or 0‘8.1’1188.81

16. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang dztemma dan' EE
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada S
Pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan- dlbayarkan menurut'--:f-_
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau  peraturan - ‘perundang--
undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Nom ASN dan ™ ;.
keluarganya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD atas Suatu'f

pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau-akan dilakukan.

17.Cuti Pegawai adalah keglatan pegawai - tidak masuk: keljé Yang:*:f.j’“ ce

diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Santunan Kematian adalah uang duka wafat.

19. Kesejahteraan adalah imbalan yang dibeiikan Lfepada pegawa; BLUD S
Non ASN berupa jasa pelayanan tambahan penghasﬂan pegawar:’-_g- SE N
(TPP} dan lain-lain imbalan sesuai keputus'cm peﬁnmpm BLUD dan SRR

besarmya disesuaikan kemampuan BLUD.

20. Profesional lainnya adalah Pegawai BLUD Non ASN yang dlpeiezer_}akan.f'-:'f..:: '; f T
di BLUD berdasarkan keterampilan bersifat. khusus bauk tenaga S

kesehatan maupun non tenaga kesehatan.

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD _ Non ASN 8
diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan-;"

keuangan dalam rangka mehingkatkan - mutu pelayanan kepada i
masyarakat sampai ada pengamram terkait. : : g

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawaz BLUD No:n ASN”;{.I_

adalah:
a. mewujudkan pelayanan prima dl BLUD dan

b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkuah‘tés sesuai dengan.j:'__ G

kebutuhan Sumber Daya Manus;ia pada BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pégawm BLUD Nc}n ASN F
diselenggarakan selaras dengan prinsip tata I&eiola BLUD sesual

ketentuan peraturan perundaﬁg«-uﬂdangan yaitu:
transparansi; .
akuntabilitas;

responsibilitas;

independensi;

efisienst;

efektivitas; dan

produktivitas,

© 00

BABII R e
STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NOE\E ASN el

PasalS s B T
(1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non ASN dltetapkan berdasarkai_
ketentuan peraturan per undang—undangan RIS e
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(2)

Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pad‘a' éyat (1)

merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) _: S
tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut d}butuhkan SIS

dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.

Pegawai BLUD Non ASN kontrak dapat d1angkat men;adx pegawa; |

BLUD Non ASN tetap apabila memenuhi persyaratan:
a. mempunyai penilaian kinerja yvang baik; :

b. lulus seleksi oleh tim seleksi;

c. formasi memungkinkan; dan '

d. telah memperbaharui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut—turut

Pegawai BLUD Non ASN yang berstatus tetap sebagalmana chmaksud - : A R
pada ayat (3} tidak dapat dlangkat menjadi Aparatur Slpﬂ Negar L
kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur” Szpﬂ Negara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN dlatm
dengan Peraturan Pemimpin BLUD. . : '

- BAB I
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Baglan Kesatu '
Perencanaan Pegawaz BLU'D Non ASN

Pasal 6

Pemimpin BLUD setiap tahun berkewapbam menyusun perencana.aﬁ:g_. ?'.;
kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebumhan berdasarkan o
analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kuahfzkas:t T

Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan. =

Khusus untuk BLUD RSD, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD
Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dxiapork&n kepaciaﬂ;‘-"_, E L
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan- sumber daya::::;' e

manusia sesuai dengan peraturan pemndang undangan

Khusus untuk BLUD unit kerja non RSD, perencanaan’ kébu‘i:uhanﬂ.;_"‘.;f-t§ s
pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dm'laksud pada ayat (1) harus o
melalui Kepaia Perangkat Daerah yang membadang urusan sum}aer_";;-i__: S

daya manusia.

Perencanaan sebagaimana dzmaksud pada. aya't (1) dzsampalkanzf_.'_";_--f_; :::'
kepada Gubernur melalui Tim Veﬁflk;aszi ?engngka‘tan Pegawal S

BLUD.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meiakukan__veimﬁkasl _ dan"j:f L

penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non ASN ;':f:"::-.- o
sebagai bahan pemmbangan Gubemur o ufﬁ:ul{ - m@mberﬂ{an:;f: e

persetujuan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dzketual oleh___;-.__._._._i.::_ Gl

Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemul

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan }?’egawaa BLUD Non ASN

Pasal 7:

Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan oleh 1:}1’1’1: £
pelaksana seleksi dengan :melibatkan anggota tim- verlfzkasz yang_'_;-' e

ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
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(2} Dalam hal melakukan seleks1 sebagalm_aﬁa dlmaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengaﬁ Perang’kat I)aerah ya_ng_';}_'_

membidangi urusan sumber daya manusia.

(3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non. ASN 'yang 1u1us seleksz;_f R
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1tetapkan oieh Pemlmpm---, e

BLUD.

(4) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN sebagazmana dzmakgud pacia:__j__ el

ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

- BABIV.
HUBUNGAN KERJA

| Pasal 8

(1) Hubungan kerja antara Pelmmpm BLUD darx Pegawaa BLUD Non ASN;;ISZ_ " Eapi

dilakukan melalui perjanjian kerja.

(2) Kewenangan Pegawai BLUD Non ASN tzdak dzbenkan kewenangan S

keuangan.

(3) Hubungan kerja dan Kewenangan sebag&umaﬂa dlmaksud pada ayai_

(1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peratm an perundaﬁg—undangan

Pasal O

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 d1buat atas dasar-f‘;_."-';-

a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; e -
c. kemampuan dan kecakapan meiakukan perbuatan hukum dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan c‘iengan keterﬂbarrf.';f';__;.;_:_:""-:}'J-_f:.._._;_ :
umum, kesusilaan dan keten‘tuan per aturan perundang»undaﬂgan SO e

- Pasal 10 ' ' i
(1} Perjanjian kerja sebagazmana dmaksud dalam Pasal 9 dﬂakukang;@
secara tertulis dan dltandataﬂgam oleh Pemzrnpm BLUD dan peg&wm ;
BLUD Non ASN. e
{2) Perjanjian kerja secara tertuhs sebagaamana dlmaksud pada ayat (1) :
sekurang kurangnya memuat: | e : S
a. nama dan jabatan pemberi pekergaan - ' LRI
b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendzd1kan sel i:a alamat peg&waz-j
BLUD Non ASN; . _ _ -
c. lingkup kerja;
d. sifat hubungan kerja
e. jangka waktu perjanjian; . -
f. hak, kewajiban dan tanggung Jawab masmgmasmg plhak
g. pengakhiran hubungan kerja
h. sanksi; dan ; - R
1. penyelesaian per se11s1han dan tuntutan hukum e

JANGKA WAKTU PERJANJ IAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 11 ' T

{1} Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non ASN kanu ak dzbuat dalam_-"
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. =
(2} Per;emﬁan kerja untuk pegawal tetap BLUD Nen ASN tetap, dlbuat:;‘

sampai dengan batas usxa paimg tmggl 58 (hma puluh deiapan) !
tahun. i
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{3} Pegawai BLUD Non ASN tetap yang memiliki keahham ‘iiertentu danﬂ : e
telah mencapai batas usia 58 (ima puluh delapan) tahun- dapai“_-
dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan e

keuangan.

Pasal 12

(1) Pegawai BLUD Non ASN tetap vang telah berusia 58 (hma puluh' o
delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat dzberlkan L

penghargaan.

(2) Jenis dan jumah penghargaan sebagaamana dimaksud pada ayai 1) |
ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD. S

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 13
(1) Hak-hak normatif pegawai BLLUD Non ASN, meliputi:
a. upah; '
b. cuti pegawai;
¢. santunan kematian;
d. kesejahteraan; dan
e. jaminan kesehatan.

(2) Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kevva_}lban yaﬁg Samaf;-j
dengan pegawai BLUD: PNS sesuai ketentuari peraturan-‘---’

perundang-undangan.

(3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Nen ASN dlatur dengan Pera‘curan"}_"__::.'f_ HiEn

Pemimpin BLUD.

BAB VII
GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 14

(1) Pegawai BLUD Non ASN diberikan gaji pahng sechklt sebesar upah'_z-ﬁ_-::.}_j-_;__'
minimum Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang' G

undangan dan/atau berdasarkan kemampuan keuangem BLUD:

(2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k&pa da p@gawa;_'}_'-“:"' Hin

BLUD Non ASN dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan

peraturan perundang«undemgaﬂ dan’ menm ut kemampuan keuanganl{
BLUD. o

'BAB VIII
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD N ON ASN

Pasal 15

Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN memgacu pada peraturan ]381 undang«-'-_'iif'_ i

undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dﬂaksanakan apabzla
mengundurkan diri; : :

mencapai batas usia 58 (hma puluh delapan) tahun, .

meninggal dunia; : T

melanggar perjanjian kerja; -

masa perjanjian kerja habis;

fRrROoOR
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f. melakukan tindak p1dana dengan ancaman hukuman {empatj -
tahun atau lebih; S

g. tidak masuk kerja selama - 46 (empat puluh enam) ham kelja- sec '
alcumulatif selama 1 (satu) tahun, : -

h. berhalangan tetap karena: sakit sehmgga ﬁdak dapa‘a: melaksaﬁakan
tugas; dan : : :

i. penyederhanaan orgamsasz

BAB IX .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 :
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga‘i dmndangkan

Agar setiap orang menﬂetahumya, _ memermtahkan pengundang

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bemta Daerah
Provinsi Kalimantan Barat. . _ -

 Ditetapkan di Pontianak
pada ta:aggal __5%“ -

FGUBERNUR I{ALIMAN_ _AN_BAP

Diundangkan di Pontl,anak

pada tanggal &f sebmse 2021
. BEKRETARIS DAERAH =~ - =
DYINSI KALIMANTAN BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOF




